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BUPATI I(ATTNGAIT

PERATUBAN BUPATI I(ATING^{IN
}IOMOIiL 46 TAHUN 2OL2

TENTANG

IZIN PENTELEI{G]|GARAAI'I WARUNG III'TERNET
DEilG/\N RAIIMAT TUHAN YAIIG MAI,TA ESA

BU]F}ATI NATINGAT{'

Menimbang : a-

Mengingat : 1-

bahwa dengan r:iemakin berkembangrlya teknologi informasi dan

komunikasi- mel rrlui j aringan internet t.elah memberikan pengaruh

yang sangan luas clalam mernperoleh informasi dan

trrfo*rnik"si yang dapat memperdekat jarak, tempat dan

waktu, sehingg;ri semakin berkembrlngnya pendirian tempat-
ternpat ur:tuli-rnengakses koneksi i:aterutet f warung internet
(warnet);

bahwa dalam r,i;rngka penyediaan jasr,a warnet yang bm}aralitas,

u"rJ"y"gr"" dan beidampak positif u1gr masyarakat serta

,rr"*b"rikutt trr:epastian hukum, pembinaan, pengaturan'

fengendalian/ p,::igarvasan terhadap :ursaha r.varnet di Kabupaten

i<"tl"rrg"", p"ri1, inenetapkan Peiatgran Bupati tentang 1zin

Penyelenggaraarl Warung Internet [Wa:rnet)'

Undang-undanS; Nomor 5 Tahun 2tJO2 tentang Pembenhrkan

Kabupiten Katiingan, Kabupaten Senlyan, Kabupaten Sukarrlara,

Kabupaten Larnindau, Kibupaten Gunung Mas' Kabupaten
p"r".rg Pisau, Ihbupaten Murung Raya, dan Kabupaten !1nt
timui6 provinsi t<alimantan Tengatr ( Lembaran Negara Tahun

2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );

undang-Undan5l Nomor 8 Tahun L999 tentang Perlindungan

Konsuiren (t enibaran Negara Repuh,lik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tan:obahan Gmbaran lrlegara Republik Indonesia
Nomor 3821);

undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikltsi

(Lembian Negtrra Republik Indonesjla Tahun 1999 Nomor 154,

iambahan LemSarr,r, N"g.ra Republih lndonesia Nomor 3881);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 12O04 tentang Pemerintahan

oaeralilpmbaran Negara Republik ltdonesia Tahun 2OO4 Nomor

!25, Tambahant Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44g;71 sebagaimi:rna telah diubah teralchir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tah,un 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Ngmor 59, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;

undang-undan1l Nomor 11 Tahun 2loo8 tentang Informa;i dT
Transafsi EleliLonik (Lembaran l{egara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nrnmor ss, tamuahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843);

b.

2.

3.

4.

5.



6. Undang-undan1,;, Nomor 2O Tahun 1ii008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Mener:,,gah (Lembaran Negarra Repubiik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia
a8661;

7. Undang-Undan51 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negrlra Repubtik Indonesiia Tahun 2OO8 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republi}: Indonesia Nomor a928);

8. Undang-Undang; Nomor 12 Tahun i,l,}LL tentang Pembentukan
Peraturan Perumdang-Undangan (I;:mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahvn 2OAT tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Perneirintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah l(abupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lnclonesia Tahun 2),OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737|;

LO. Peraturan Penrerintah Nomor 52 Tahun 2AOA tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 398O);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Katirngan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OOB Nonnor 3);

12. Peraturan DaereLh Nomor 1 Tahun 2OIO tenta.ng Penyelenggaraara
Pelayanan Periz;inan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupatt:n Katingan Tahun 2010 Nomor 1);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Itlomor
23lPERM/M/KOMINFO/9/2O06 tentang Pengan:ranan
Pemanfaatan Jarr:ingan Telekomunikas I Berbasis Protokol Internet;

14. Peraturan MenLteri Komunikasi dan Informatika Itlomor
23/PERM /M/KO,MINFO /O4 /2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos drrLn Telekomunikasi;

15. Peraturan Mentr::ri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2}ll tenl;ang Pembentukan Prc,duk Hukum Daerah;;

15. Surat Keputusran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
LS8.44l24ll2O1'O Tahun 2OLO tentang Penetapan Standar
Warnet di Provinrli Kalimantan Tengah.

MII!}MUTUSIIA!{ :

PERATURAIT BUPIATI TENTANG IZIIN PEITTELET{GGAIRAAIT
WARUIIG IIITERNET {WARTIETI

Menetapkan :

BAB I
I(EI'ENTUAN UMUTI

Pasal 1

Dalam Peraturan Buipati ini yang dimaksurl dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.



3. Bupati adaiah Elupati Katingan.

4. Satuan Kerja Ferangkat Daerah yanhl selanjutnya disebut SKPD
adatah Satuan l(eqa Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kati:rrgan.

5. SKPD Teknis a<l.alah SKPD yang seceira teknis ffiempunyai tugas
menangarli urusan di bidang telekomurnikasi.

6. Kantor Pelayanr,m Izin Terpadu adalah lnstansi yang mempunyai
pelayanan perizi-nan satu pintu di Kabiupaten Katingan.

7. Pejabat Teknis a.dalah Pegawai yang berada pada SKPD teknis.

8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun
dalam bidang perekonomian yani[I dilakukan oleh setiap
pengusaha untuLk tuJuan memperoleh keuntungan.

9. Warung Interner[ yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat
usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana
dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna
mengakses dokr-rmen elektronik di jaringan internet.

1O. Pengusaha adalah se&ap orang perorangan da.r:/atau badan
usaha yang menjalankan usaha warnert.

ll.Teknologi tnfornrasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, mefitproses, mengumumkan,
menganalisis, deur/ atau menyebarkan informasi.

12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan darr-i setiap informasi dala bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan Lrunyi melalui system kawat,
optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

13. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak
ttrbuh, atau benbuk pesaq lainnya me,lalui berbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka llmum, yang memrrat
kecabulan ataut eksploitasi seksual yang melanggar norrna
kesusilaan dalarrr masyarakat.

l4.lnn Warnet selrrnjutnya disebut izin adalah izin tertulis yang
dikeluarkan oleh. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang
perorangan dan,/atau badan usaha u.ntuk melaksanakan usaha
warnet.

15. Perangkat Kerasr adalah peralatan fisik yang membenhrk suatu
sistem komputel:, meliputi : peralatanr input, memori, prosessor,
peralatan output, peralatan Penl;'ir51por*t dan perirlatan
komunikasi.

16. Komputer adafudr alat untuk me.mproses data elektronik,
magnetik, optik, atau system yang rrirelaksanakan fungsi iogika,
aritmatika dan pr:nyimpanan.

17. Perangkat LunerLk (Aplikasi) adalah program komputer yang
berfungsi sebalpi sarana interaksi antara pengguna dan
perangkat keras.

18. Situs Web atau tiJl/ebsite adalah suatu tlaerah lokasi jelqiah dalam
internet.

19. Keylogger adalah sebuah perangkat keras atar: perangkat lunak
yang digunakan rrntrrk memanrtau penekanan tombol keyboard,
yang akan merrryimpan hasil pemaltauan tersebut ke dalam
sebuah berkas log/ catatan/ rekaman.



2O. Kamera CCTV (Closed Circuit Tele'uision) adalah penggunaan
kamera video untuk mentransmisikan sinyal videc ke tempat
spesilik dalam r::ronitor.

21. Interconnected l\Ietworking selanjutnya disebut internet adalah
system global dari seluruh jaring.;rn komputer yang saling
terhubung.

BAB II
MAITI]IIUD DAI{ TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ,lni dimaksudkan untrrk memberikan pedoman
untuk dilaksanakan dan digunakan olelr. pengusaha warnet dalam
mendirikan dan Srengelolaan warnet $erta sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah,clalarn pengendaliaxr dan perlgawasafilya.

Fasal 3

Trrjuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. Memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Pemerintah
Daerah di dalarrr pembinaan, pengiaturan, pengendalian dan
pengawasan setiap kegiatan usaha war:net;

b. Memberikan kelrastian hukum kepada masyarakan di dalam
melaksanakan kegiatan usaha warnet;

c. Tersedianya jasa warnet yang berkrralitas, berdayaguna, dan
berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi
dan komunikasi.

BAB III
RU'AITG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peratrrran Bupati ini adatrah mengatur hat-hal yang
berhubungan denga:r kegiatan usaha warnet, yang meliputi :

a- Standarisasi penyelen.ryaraar- usaha warnet;

b. Perizinan pendirian penyelenggaraan usaha warnet;

c. Pengawasan (moiritoring dan evaluasi).

BAB TV

STANDARISASI P]ENYELET{GGARAAT{ I,ISAI{A WARI{ET

Brngian Kesatu

Aspelk Usaha [Iarnet



Pasal 5

Usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

a. Aspek perangkal. keras dan perangkat lunak;
b. Aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan;

c. Aspek tanggung jawab sosial.

Ilagian Kedua

KewaJiban dan Larangan

Paragraf 1
Kewqiiban

Pasal 6

1) Untuk memenuhti aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a,
pengusaha wa.rrret berkewajiban :

a. Menyediakan komputer dan akses linternet;

b. Menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat
memblokir sittus web yang menganr:flung konten pornografi dan
perjudian atz,m yang bersifat menlsak norrna agama-, sosial,
kesusilaan dan hukum;

c. Menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk
mengatur dam. mencatat segala tran.saksi di warnet.

2l Untuk memenuhri aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b,
pengusaha warnc:t berkewajiban :

a. Membuat biliilr duduk atau bersila/.lesehan :

I. Bilik duduh dengan spesifikasi teknis :

- Tinggi :140 cm

- Lebar depan :Maksimal 8O cm

- Panjang krebelakang :Maksimal2OO cm

- Jarak antara bilik dengan bilik :50 cm
- Sekat bilik :Transparan

II. Bilik bersifu:r atau lesehan dengan spesilikasi teknis :

- Tinggr :1O0 cm

- kbar depiern :Maksimal 8O cm

- Panjang kebelakang :Maksimal 2OO crn

- Jarak antrlra bilik dengan bilik :50 cm

- Sekat bilil; ;Transparan

b. Memiliki peilerangan yang memradai dan nyaman untuk
mendukung aktivitas di dalam maupun lingkungan warnet.

c. Memiliki kam.ar kecil, tempat pembuangarl sampah, saluran
pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih.



untuk memenuhi aspek sebagaimaner. dimaksud pasal 5 huruf r.
pengusaha warttet berkewajiban :

a. Menetapkan jam operasional :

- Pukul O7'.O0 - 21.OO WIB
- Pukul 21.0O - O7.OO WIB

b. Pengelo1a mr:mbuat pamflet dan ditempelken di ringkungan
warnet yan;g dapat dibaca dengan jelas yarrg berisikan
larangan mengakses situs web yang mengandung konten
pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norrna
agama, sosiarl, kesusilaan dan hukum;

c. Melakrrkan peringatan dan pejlarangan secara langsung
kepada pengguna warnet yang diketahui telah lolos dari upaya
pencegahan/'pemblokiran dan menggunakan warnet untuk
perbuatan yang melanggar norrna agama, sosial, kesusilaan
dan hukum;

d. Memiiiki dan melakukan penataan tempat parker kendaraan
sehingga tidal< mengganggu kenyamana.n bagi pengguna lalu-
lintas;

e. Pengusaha 'warnet yang memakai pembatas/sekat antara
ruang konsurmen dengan ruang operator/kasir, maka sekat
pembatas sebagian atau seluruhnya harus memiliki kaca
transparan liang dapat memantaru aktilitas konsumen yang
berada di dalamnya;

f. Pengusaha vrarnet yang memiliki lebih dari 1 (satu) ruangan
konsumen yang terpisah, baik terletak di bagran atas atau
samping, maka pada mangan kedua dan seterusnyaharus
memiliki petugas penga\Mas atau kamera CCTV yang dapat
memantau ali:tifitas konsumen.

Pengaturan jam operasional sebagaimana dimaksud ayat (et) dari
pukul 21.0O-O7.0O, pengelola warnet rvqjib melapor kepader Polri
setempat.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dinraksud Pasal 5 huruf b dan
c, pengusaha rvarnet dilarang :

a. Memasang keylogger pada komputer ]rang digunakan konsumen,
sehingga terhindzrr dari pencurian data-data konsumen;

b. Mengizinkan p,elejar berpakaian seragarn sekolah untuk
mengakses internet pada jam sekallah atau proses belajar
mengajar yang br:rsangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar
tersebut memiliki izin tertulis dari gunt/sekolah;

c. Mengizinkan pedajar setingkat sekclah dasar (SD) untuk
mengakses internet lewat dari pu,.kul 18.00 WIB, kecuali
didampingi oran14 tua/ wali;

3)

4l



i.

BAB V
PERIIZIT{AI{ PENDIRIAI{

PEITYELET{GGANAAI{ USAI{A WAI|iINET

trillag{an Kesatu
Pcrrmohonan Izin

Pasd 8

Setiap orang perorangan atau badar:, usaha yang menjalankan
usaha warnet w-r:$ib memiliki. izin dari I3upati Katingan;

Lzin sebagaimarra dimaksud ayat (t) diajukan secara tertulis
kepada Bupati Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Katir:gan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut

a. Surat Permoh,onan bermaterai Rp. 6,.OOO,-;

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (IffP) yang masih berlaku;

c. Fotocopy Surart Keterangan Tempat lJsaha (SICTU);

d. Fotocopy lzin Gangguan (HO);

e. Fotocopy TDP;

f. Denah lokasi usaha;

g. Mengisi Formulir Data Warnet yang disediakan; dan

h. Rekomendasi dari Dinas Perhutr-rungan, Komunikasi dan
Informa tr ka Kabupaten Katingan.

Formuiir sebagaimana dimaksud eiyat (21 huruf g adalah
sebagaimana tencantrrm pada lampiran Peraturan Bupati ini-

Pasal 9

Untuk kelancareLn pembeian lzin dilad<ukan proses pemeriksaan
oleh Pejabat Teknis;

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan
pemeriksaan ter:hadap kebenaran dern kelengkapan dokumen
serta kondisi n1,'ata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana
warnet sesuai dengan standarisasi yan.g telah ditentukan;

Hasii pemeriksar,rn Pejabat Teknis sebctgaimala dirnaksud ayat (2)

dituangkan dalar:n Berita Acara Pemeril<saan;

Apabila dalam Br:rita Acara PemerikserLan sebagairnana dimaksud
ayat (3), Pejabat'Ieknis memberikan Pt:rsetujuan maka selambat-
lambatnya dalarn waktu 5 (lima) trari kerja terhitung sejak
diterimanya permohonan tzin, Pejabat Teknis hants
mengeluarkan Rr:rkomendasi Teknis ;

Apabiia dalam Br:rita Acara Pemerikselan sebagaimana dimarksud
ayat (3), Pejabat Teknis tidak memtrerikan persetujuan, maka
selambat-lambatnya dalam waktu 5 llima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan izil:r, Pejabat Teknis harus
mengembalikan lLrcrkas permohonan iz,in kepada pemohon;

Terhadap Pemohon yang ditolak permohonannya dapat
mengajukan pen:nohonan baru denga:r melengkapi syarat-syarat
yang telah ditetapkan;

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



7. Apabila permo.honan telah memenuhi syarat sesuai dengan
Rekomendasi rreknis, maka selambaL-lambatnya cialam wakiu 5
(iima) hari kerja te*:itung sejak Rerkomendasi reknis diterima
oleh Bupati, ma[<a Bupati harus mengrpluarkanlzin.

.llagian Kedua
Masa Berlaku dan Perpaqiaugau trlzia

Pasal 10

1. Masa berlaku lzl:n diberikan untuk mai.sa 1 (satu) tahun;
2. Izin sebagaimanil dimaksud ayat (1) darpat diperpanjang;
3- Perpanjan gan iztn sebagaim ana dimaksud ayat (21diajukan paling

lama 1 (satu) bulan sebelum masa ber'laku izin habis;

4. Perpanjangan uzin sebagaimana dimL,aksud ayat {2) dilengkapi
dokumen sebagzti berikut :

a. Fotocopy Kartrr Tanda Penduduk (Ifl'P) yang masih berlaku;
b. Fotocopy Izin ,iryarnet yang akan hab.is masa berlakunya;

c. Mengisi formu.llir yang telah disediak,an;

d. Rekomendasi dan Dinas PerhuLrungan, Komunikasi dan
Informatika Kcrbupaten Katingan.

5. Proses pemberiern izin sebagaimana dimaksud pasal 9, sama
dengan proses perpanjangan iztn sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini;

6. Apabila perpanjangan izin ditolak, maka pengusaha warnet
dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berlakunya masa
izin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Dlagian Ketiga
Prenrbahan Izin

Pasal 1I

1. Pengusahs rlva.rrlret dapat merubah/menambah jumlah Komputer,
penataan ruang dan saranaf prasarana pendukung;

2. Perubahan/penambahan sebagaimanar dimaksud ayat (1) harus
memenuhi ketenLuan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Ba,gian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 12

1. Izin dicabut apahrila :

a. Atas perminta€rn pemegangizin;

b. Pemegang izin melanggar ketenturarn sebagaiman.a dirnaksud
Pasal 5,6, 7, dan 8 ayat (1);

c. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya iirn terbukti
tidak benar;



d. lzin dipergunakan tidak sebagaima.na mestinya;

e. Tidak mengindahkan peringatan'fang diberikan oleh Pejabat
yang berwenang.

2. Pencabutan 'tzi:t sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului
peringatan tertrrlis paling banyak i3 (tiga) kali berturut-turut
dengan selang u'aktu 7 (tujuh) hari;

3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh
Kepala Satuan P'olisi Pamong Praja;

4. Pencabutan izin. sebagaimana dimaksud ayat (21 dibuat paling
lama lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
peringatan ketiga oleh Pemegang Izin;

5. Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
Bupati.

BAB VI
PETEGAWASAN (IIr]OI{ITORTIIG DArV EV',ALUASTI

Pasal 13

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Satuan
Polisi Pamong l?raja bersama Instaunsi terkait lainnya dapat
melakukan pemibinaan, pengawasan, koordinasi dan penindakan
atas usahawarnet;

2. Kegiatan pembinraan, pengawasan, koordinasi dan penindakan
sebagaimana tersiebut pada ayat (t) dia.tas merupakan bagian dari
pelaksanaan m,onitoring dan evalu,alsi yang dilakr:kan oleh
Pemerintah Daeral:;

3. Masyarakat berp,r:ran serta dalam pengawasan dan pengendalian
usaha warrtet, yarritu :

a. Pemantauan keamanan, ketertiban operasional dan
kebersihan warnet;

b. Masukan kepada Pemerinti:rhan Daerah dalam
penyemplrrn€En Peraturan, pedornan, dan bimbingan teknis
penyelenggarrran warne t;

c. Menginforman:likan, memberikan pendapat dan pertirnbangan
kepada Pemerintah Daerah terhadcrp penyelenggaraan warnet
yang menimbulkan keresahan masl;i'arakat;

d. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam
menyelenggalakan pengawasan dan pengendalian warnet.

4. Pemerintah Daerah dapat mempertir:nbangkan atau menindak
lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan
oleh masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3).



BAB \rII
KETII|NTUAIT PERALIHAIT

Pasal 14

Usaha warnet yanig telah ada sebelum <likeluarkannya Peraturan ini
wajib menyesuaikr;m dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3
(tiga) bulan sejak dlitetapkannya Peraturan ini.

BAB VIII
XET'ENTUAIY PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanga) diundangkan' Agar
setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundang Peraturart
eupiti ini dengan penempatannya dala.m Berita Daerah Kabupatert
Katingan.

Ditetapkan,Ci Kasongan
pada tanggal B r-".>pewn'-t' 2Ol2

BUPATI I(ATINGAil
tr
i-
rt,' l4g'n+r|_--"

DIIfiIET, RAWII{G

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal $ nroPvnnsc 201'2

BERITA DAERAH KABUPATEN KATIINGAN TAHUN 2012 N,cMoR : $o

SEKRETARIS



I,A}IPIRAN PERATURAN BUPATI I(ATIITGAN
NOMOR >L TAHUI{ 2AL2
TANGGAL g /_,,o pptr!(\c r, 2OLz

FORMULIR

DATA W.I\RUNG INTERI{ET

II. ASPEK PERAI{GI(AT KERAS ]DAN PERAT{GKAT LUNAK

Komputer

1. Senrer

I

I. UMUM

1. Nama Warnet
2. Alamat Warnet Jalan

Kec:amatan
Kal:,upaten Katinga!
Nornor TelePon

3. jumhh Ruang Akses
Internet

rLrang

4. Luas Ruang War49! rn2

,, orang._---d

-- . WIB samoai .. WIB5. Jumlah PegqII/41

6. Jam Operasional
7. Nama Pengelola
8. Ai"*"t Pengelola JalErn

Kecamatan
Kal-rupaten
Nornor TelePon

f . Ada 2. TidakAdaPe.""skat Lu"{ qg}Igglvy"b
1. Aaa 3. TidakAdalBvs{3l

2. Client

3. Internet Service Provider

Produk Yang Digunakan
t.
T.
;\).

Nama Perusahaan

Ukuran Bandwidth



III. ASPEK KEAMAT{Ail DAN KEITYATUANAN

[V. ASPEK TANGGUNG JAWAB S;,OSIAL

I Sekat Pembatas
(Tanpa bagran depan)

1. Ada 2. TitlakAda
Jika ada : Panjang : ............... m

Lebar : ............... m
Tinggi : ...... .... .. . .. m

2. Peneranpan Unit lampu
3. Kamar kecil / WC ... Unit, dengan luas

..m2
+. Tempat Pembuangan

Samnah
L. Ada 2. Tir:lak Ada

1. Pamflet larangan mengakses situs web
pornografi dan Pedudian at,au Yang
melanggar
norrna agarna, sosial, kesus';llaan dan
hukum.

1. Ada 2. Tidak Ada

2. Tempat parkir
Ukuran :

1. Ada
Jika ada

2. Tidak Ada

3. Kaca yang dapat memantatr aktivitas
konsumen
vans berada di dalam.

1. Ada
Jika ada

2. Tidak Ada

4. Petugas atau kamera CCTV aPabila
memiliki
Lebih dari 1 (satu) ruangan.

1. Ada 2. TidakAda
Jika ada : Petugas : .........
orang
Kamera CCTV: .......... buah

I'emilik Warnet

( nama lengkap )

I

I

!

i

I

I


